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Alhamdulillah dengan rasa syukur ke hadirat 
Allah SWT, yang dengan rahmat dan inayah - Nyar serta 

bantuan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat 

menyel esa ikan Nemo Hukum tni, dimana Nemo Hukum ini 

diajukan sebagai t-v-ivLc syarat akademis untuk

mencapai Gel ar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga.

Materi yang dibahas dalam Nemo Hukum ini adalah 

mengenai Penentuan Korban Kecelakaan Pada Asuransi Jasa 

Raharja, yang sed ik it-banyak diharapkan dapat membantu 
masyarakat untuk lebih memahami tentang pengertian " 

Korban Kecelakaan " dan segala akibat yang mungkin 
terjadi dari adanya per ist iwa kecelakaan.

isaya menyadari sepenuhnya, dengan bantuan dari 

berbagai pihak yang telah saya terima, menambah 

kelancaran untuk menye1esaikan Nemo Hukum ini. Oleh 

karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampa ikan 
rasa terima kasih kepad* :

1. Bapak Dr. Fran* t.unahelu, S.H. , LL.N. , Deksn 

Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

2. Bapak Lisman, S.H. , M.S. , Ketua Jurusan Hukum 

Peroata Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

3- Bapak H. Samzari Baentoro, S.H. , selaku dozen 

pembimbing dan penguji Nemo Hukum ini.

KATA PENSANTAR
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4. Bapak A. Oe/nar Wongsod iwirjo fS.H, dan Ibu Sri Woelan 

Azisf S.H., selaku dosen penguji Memo Hukum ini,

5. Qrang tuaf kakak - kakak serta adik saya tercinta 

atas dorongan semangat dan doa hingga terselesai- 

kannya Nemo Hukum ini.

6 . PT Qsuransi Kerugian Jasa Raharja cabang Surabaya 

dan rekan — rekan sayaf yang tidak mungkin saya 

sebutkan satu persatu, yang telah memberikan 

semangat dan dukungan hingga terse!esa ikannya Memo 

Hukum ini„

Dalam hal ini saya menyadarir keterbatasan 

dalam membahas materi yang terdapat dalam Nemo Hukum 

ini, oleh karenanya tidak menutup kemungkinan adanya 

saran dan kritik dari berbagai pxhak demi sempurna— 

nya Nemo Hukum ini untuk langkah selanj utnya. Akhirnya 

saya berharap semoga Nemo Hukum ini dapat bermanfaat 

bagi pembaca pada khususnya dan masvarakat. luas pada 
umumnya»

flmien

Sarafeaya,, 25 Desember .1994

ENY M1DAJAT1
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ABSTRAK 

Skripsi ini menjelaskan tentang klaim korban kecelakaan yang diajukan kepada 

Asuransi Jasa Raharja. Namun pihak asuransi jasa raharja menolak klaim tersebut, karena 

kecelakaan tersebut dianggap karena dianggap sebagai kekurang hati-hatian korban sendiri. 
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PENENTUAN KORBAN KECELAKAAN _____ __
j m i l u

F'ADA ASURANSI OASA RAHARJA M SRPIiSlAKAAr*

;J "U N IT E R S IT  ‘ S AIK I. A N O Q A ' 

(1 £  U R A B A Y A
A. URAIAN FAKTA

Di suatu ketika, Bagja mengemudikan mobil Colt 

No Polisi D-4251-BB, sesampainya di jalan raya Desa 

Jelengkong Kecamatan Rancaekek, Bandung telah bertabra— 

kan dengan kendaraan umum BUS No Polisi D—270-KY.

Sebagai akibat dari tabrak*n dua kendaraan ini, Bagja 

menderita luka parah dan segera diangkut ke rumah sakit 

yang terdekat : RS Kebonjati. Setelah dirawat beberapa 

bulan lamanya, maka Bagja menjadi sembuh kembali namun 

ia mengalami cacat tetap, kakinya sebelah kanan patah 

dan tidak dapat berfungsi secara normal kembali. Selama 

dirawat di rumah sakit sampai sembuh, maka Bagja telah 

mengeluarkan biaya pengobatan di rumah sakit tersebut 

sebesar Rp 1.338.160,00.

Kemudian berangkat dari peristiwa tersebut Bagja 

mengajukan klaim santunan kecelakaan pada PT ASURANSI 

KERUGIAN JASA RAHARJA, yang menuntut uang ganti rugi 

kecelakaan berdasar atas berlakunya IJndang-Undang No 34 

tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1965.

Tetapi PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA menolak 

klaim santunan yarig diajukan oleh Bagja sebesar 

Rp 1.338.160,00'sebagai ganti biaya pengobatan di Rumah 

Sakit Kebonjati, karena luka-luka yang diderita 

oleh Bagja sebagai akibat terjadinya kecelakaan Lalu

1
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lintas tersebut, penolakan klaim oleh PT ASURANSI 

KERUGIAN JASA RAHARJA tersebut didasari oleh Surat 

Keterangan dari Kepolisian Resort Bandung No

398/KLL/VI1/1987 yang menerangkan bahwa kecelakaan 

yang dialami oleh Bagja dan menyebabkan menderita luka— 

luka pada Sdr Bagja;, ada3ah dipandang sebagai akibat 

kurang hati-hatinya kedua pengemudi ? Mitsubishi Colt 

Pick Up No Polisi D-4251-BB yang dikemudikan oleh Sdr 

Bagja telah terjadi tabrakan dengan kendaraan umam Bus 

WANARAJA No Polis:i. D-270-KY.

Karena penolakan klaim tersebut., maka Bagja 

melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan perdata di 

Pengadilan Negeri Bandung terhadap PT ASURANSI KERUGIAN 

JASA RAHARJA cabang Bandung, sebagai Tergugatnya. Dan 

Sdr Bagja sebagai Penggugatnya menuntut (Petitum) : 

Menyatakan Tergugat PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA 

melakukan perbuatan ritelawan hukum; Menghukum Tergugat 

untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus 

santunan kecelakaan yang terd.i.ri dari Beaya perawatan 

Rumah Sakit, Dokter, Obat sebesar Rp 1.338.160,00 dan 

santunan menderita cacat barian sebesar Rp 1.000.000,00 

sehingga jumlah seluruhnya Rp 2.338.160,00 serta 

memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih 

dahulu, walaupun diajukan bantahan, banding, kasasi ex 

pasal 180 HIR ( Het Herziene Indonesisch Reglement ). 

PENGADILAN NEGERI di BANDUNG, NO 31 A- / 1987/Pdt/CT/MH/
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PN.Bdg ? tanggal 24 Maret 1988. Sebagai Hakim Pertama 

yang mengadili perkara ini memberikan putusan mengabul- 

kan gugatan Penggugat, dengan berdasar pada pasal 4(1) 

Undang-Undang No 34 tahun 1964 “Setiap orang yang 

menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan 

Lalu lintas dapat mengajukan klaim atas tersebut". 

Sehingga menurut Hakim Pertama, maka Penggugat berhak 

mendapatkan santunan dari PT ASURANSI KERUGIAN JASA 

RAHARJA. Bukti Surat Keterangan dari Kepolisian Resort 

Bandung, yang menyatakan bahwa kecelakaan itu akibat 

dari kelalaian atau kurang hat.i-hati.nya kedua belah 

pihak, menurut pendapat Hakim, tidak dapat dipakai 

sebagai alasan untuk tidak memberikan santunan bagi 

korban kecelakaan. Serta menurut pendapat Hakim "Tidak 

ada suatu ketentuan yang menjadi dasar hukum bahwa 

orang yang mendapat. santunan adalah orang yang benar 

(tidak bersalah) dalarn suatu kecelakaan Lalu lintas. 

Untuk menentukan besarnya uang santunan kecelakaan yang 

menjadi hak Penggugat (korban) Hakim herpegang pada 

pasal 10(2) huruf c Peraturan Pemerintah No 17 tahun 

1965 yaitu berdasar bukti P.l s/d P ,17 jumlah pengobat- 
an Rumah Sakit Rp 1.338.160,00 santunan cacat tetap 

Rp 1.000.000,00 sehingga jumlah seluruhnya

Rp 2.338.160,00 dari bukti P.l s/d P.20 ternyata 

Tergugat tidak terbukti adanya perbuatan melawan 

hukum, karena itu Petitum bagian ini harus ditolak.
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Sehingga dari pertimbangan hukum yang pokoknya dikutib 

seperti tersebut, akhirnya Hakim Pertama memberikan 

putusan mengabulkan gugatan Penggugat.

Demikian juga PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT No 

542/Pdt/1988/PT. Bdg ? tanggal .14 Desember 1988;, menguat— 

kan putusan Hakim Pertama dari pengajuan banding Tergu- 

gat PT ASURANSI JASA RAHARJA terhadap fcasus tersebut, 

dengan pertimbangan hukum bahwa alasan yang dikemukakan 

oleh Hakim Pertama yang oleh F’engadilan Tinggi disetu- 

jui dan dijadikan alasan sendiri, dipandang sudah benar 

dan sudah tepat sehingga harus dikuatkan.

PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA sebagai 

Tergugat tetap menolak putusan Pengadilan Tinggi terse

but dan mengajukan pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung 

setelah memeriksa perkara ini dalam tingkat kasasi : 

MAHKAMAH AGUNG RI No 1250.K / Pdt / 1989, tanggal 27 

Februari 1993 memberikan putusan yang menilai bahwa 

Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) 

telah salah menerapkan hukum, sehingga putusannya harus 

dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadi

li sendiri perkara ini. Pendirian Mahkamah Agung RI 

didasari oleh pertimbangan hukum yang pada pokoknya 

adalah Judex Facti salah menerapkan hukum dalam perkara 
ini yaitu ex pasal 4(1) Undang-Undang No 34 tahun 1964 

dan Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1965 ini, tidak 

dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk menuntut. ganti
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rugi, karena menurut ketentuan pasal tersebut., yang 
dimaksud dengan "korban kecelakaan" adalah orang yang 

berada diluar alat angkutan Lalu 1intas jalan yang 

menimbulkan kecelakaan. pengertian "korban kecelakaan" 

sesuai dengan tujuan (Indang-IJndang No 34 tahun 3.964 

adalah memberikfln jaminan sosial keparia orang banyak / 

kepentingan umum hul-.an untuV kepont.ingan perseorangan, 

dalam gugatan ini Penggugat yang menuntut sebagai 

"korban Kecelakaan’' tidal nmmenuhi kriteria ketentuan 

tersebut, karena Pengrjuyat dalam peristiwa kecelakaan 

ini, berada didalam mnbilnya sendiri (Colt No Polisi. 

D—4251-BB). Sehingga dari fakta ini menurut Ketentuan 

Undang-Undang No 34 tahun 1964 jo Pnraturan Pemerintah 

No 18 tahun 1965, Penggugat adalah bukan korban, 

melainkan sebagai sal ah sahi pihaV / pc?\aku yang menim- 

bulkan kecelakaan. Akhirnva hahkarnah Agung RI memberi- 

kan putusan domjan amar : Mnmbata Ikan putusan Pengadi- 

l an Negpri dan Pengadilan Tingyi; Mnngad 7 H  sondiri; 

Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat .

B. PERMASALAHAN

Dari llraian t.ersnhut. diatas akan dibahas perma — 
salahan yakn i:

a. Kriteria apa yang digunakan, untuk dapat menggolong- 

kan seseorang sebagai "Korban Kecelakaan" ?

b. Adakah perbedaan ulasan tentang ’’Korban Kecelakaan"
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menurut Undang-IJndang No 33 tahun 1964 dengan 

Undang-Undang No 34 tahun 1964 ?

C. DASAR HUKUM
Untuk dapat menv£?lesaikan permasal ahan-permasa- 

lahan tersebut di atas diperlukan dasar hukum yang 

tepat untuk menganaI\sanya. Karena dengan menggunakan 

dasar hukum tersebut diharapkan akan menghasi1 kan 

penyelesaian yang Fok) r;<nya dapat memenuhi rasa keadi— 

1 an .

Dasar hukum tersebut dibawah ini diambil dari 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, 
yang digunakan sebagai dasar bagi pencari keadilan 

dalam menyelesaikan suatu masalah dan tujuan lain 

adalah memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi 

para pencari keadilan agar dapat digunakan untuk mela- 

kukan itpaya hukum snlanjutnya atas putusan hukum yang 

dirasa masi.h kuranq mem»>nuh.i rasa keadilan dan kepasti

an. Dasar Hukum tersebut adalah :

1. Kih.ab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagany.

3. Undang - Undang No 2 tahun  ̂ ten tang Usaha 

F'erasuransian .

4. Undang - Undang No 14 tahun 199? tent.ang Lalu 

lintas dan Angkutan Jalan.

5. Undang - Undang No 33 tahun 1964 tentang Dana
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Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

6 . Undang - Undang No 34 tahun 1964 tentang Dana 

Kecelakaan Lalu lintas Jalan.

7. Peraturan Pemerintah No 17 tahun 1965 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan 

Wajib Kecelakaan Penumpang.

8 . Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1965 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu 

lintas Jalan.

9. Keputusan Menteri Keuangan RI No 17/KMK.013/1991 

tentang Penetapan Jumlah Santunan dan Besarnya Iuran 

Wajib Dana Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan 

Penumpang Umum di darat, perairan pedalaman, laut 

dan udara.

D. PEMBAHASAN

a. Kriteria apa yang digunakan untuk dapat menggolong- 

kan seseorang sebagai "Korban Kecelakaan" ?

Karena negara kita adalah negara yang berdasar- 

kan atas hukum maka segala sesuatunya hukumlah yang 

akan berperan aktif untuk dapat melindungi ketertiban 

masyarakat. Berkaitan dengan "Korban Kecelakaan", dapat 

terjadinya suatu kecelakaan di jalan raya adalah salah 

satunya disebabkan kelalaian dan s.i.fat kurang hati- 

hatinya para pemakai jalan. Terlampau banyaknya pemakai 

jalan, baik yang berada diatas motor pribadinya sen-
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diri, yang berada diatas kendaraan umum, yang berada 

diatas mobil prihadinya sendiri, para pejalan kaki 

maupun orang-orang yang berdiri dipinggir atau tepi 

jalan dengan segala aktivitasnya masing-masing. Maka 

demi melindungi. kepentingan masing-masing pihak, Hukum 

pula yang akan berperan disini, yakni khususnya Hukum 

Asuransi (Asuransi Kerugian Jasa Raharja). Dimana 

menurut ketentuan pasal 246 KUHD pengertian Asuransi 

adalah :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu 
perjanjian dengan mana seorsnq penanggung 
mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, 
dengan menerima suatu premi, untuk memberikan 
penggantian kepadanya karena suatu kerugian, 
kerusakan atau kehilangan keuntungan yang 
diharapkan yang mungkin akan dideritanya 
karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Bsrdasarkan definisi tersebut, maka Asuransi di 

Indonesia dapat digolnngkan dalam beherapa hal yakni:

1. Asuransi Kerugian (Schade Ver2 <*kt-?r:i.ng )

Pada asuransi kerugian biasanya pihak Penanggung 

mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi dalam 

bent.uk menggant 1 rugi, sepan tang a da kerugian yang 

timbul karena adanya peristiwa tidak pasti yang 

terjadi. Yang termasuk dalam golongan asuransi 

kerugian adalah asuransi kebakaran, asuransi peng- 

angkutan laut, darat dan udara, asuransi kendaraan 
bermotor , asuransi pencurian, dll.

2. Asuransi Jumlah/asuransi Jiwa ( Somrnen Versekering)
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Pada asuransi jiwa ini Penanggung mengikatkan dir.i 

untuk melakukan prestasi. guna memberikan sejumlah 

uang yang telah ditetapkan sebelumnya itu ada 

kaitannya dengan hidup matinya seseorang atau jiwa 

serta kesehatannya. Yang termasuk dalam golongan 

asuransi jiwa adalah asuransi dana pensiun, asuransi 

dana ha j i, asuransi jiwa untuk pel ajar dan mahasiswa

d U  -
3. Asuransi Sosial atau Asuransi Wajib

Yakni suatu bentuk asuransi yang memberikan jaminan 

untuk biaya kepentingan rakyat pada umumnya dengan 

jumlah peraberian santunan ys<"'<3 telah ditetapkan 

dengan suatu peraturan perundang-undangan, asuransi 

ini berdasarkan kepantasan/kepatutan. Yang termasuk 

golongan asuransi soB.ia] f wajib adalah Taspen, 

Asabrij Askes, Asuransi. korban lalulintas, asuransi 

Jasa Raharja, asuransi kecelakaan penumpang.^

Dalam hal ini berka.i.tan dengan korban kecelakaan 

di jalan raya, pemerintah menci.ptakan dua buah aturan 

untuk mengatasi segala permasa]ahan yang timbul yakni 

UU No 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan wajib 

kecelakaan penumpang dan UU No 34 tahun 1964 tentang 

Dana Kecelakaan Lalu Lintas 0a 1 an.

■*t1ateri Kuliah Hukum Asuransi di Fakultas 
Hukum Universitas Airlangga dari Bp- H. Samr.ari Boen— 
toro,S.H .
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Yang secara umum tujuan dari Undang-tJndang tersebut 

adalah :

- Memberikan perlindungan dan bantuan kepada setiap 

anggota masyarakat dari akibat kecelakaan penumpang 

umum di darat, laut, sungai, danau ,udsra dan akibat 

lain.

- Mendidik warqs masvsrakat untuk lebih bertanggung 

jawab terhadap sesarnanya yang diluar kesadaran dan 

kemampuannya menderita musibah ba.dan.iah yang tidak 

diduga dan diharapkan terjadinya.

Untuk lebih jeias membahas kriteria korban 

kecelakaan terlebih dahulu, kita harus memahami penger

tian kecelakaan khususnya jika dikaitkan dalam bidang 

Asuransi. Kecelakaan yang dimaksud disini adalah

Benturan atau sentuhan benda keras atau benda 
cair (kimiawi.) atau atau apv , yang riatang-
nya dari lu;u , terhadap badan (jasmani ) seseo- 
rang yang mcngak i.ba tkan kematian atau cacat. 
atau luka,, yang si fat dan tempatnya dapat 
ditent.ukan oleh dokt.nr.^

Hubungan antara Hukum Asuransi dengan peristiwa 

kecelakaan sendiri sangat erat karena manusia sebagai 

makhuk riptaan Tuhan yang harus menerima segala takdir 

yang diberikan Tuhan terhadap umatnya, antara lain 

tidak dapat mengetahui sebelumnya hahwa suatu saat

•"•Radiks Purba, Memahami Asuransi di Indonesia 
Seri Umum No .10 cet I, PT Karya Unipress, Jakarta, 1992 
h. 321.
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dapat ditimpa kecelakaan. Apakah kecelakaan itu ringan, 

sedang, berat, yang mengakibatkan menjadi luka-luka 

atau cacat permanen atau bahkan sampai merenggut nyawa. 

Semua ini adalah Hukum Alam, misalkan saja bila 

seseorang yang tertimpa kecelakaan tersebut berakibat 

■fatal yakni sampai meninggal dunia, sedangkan dia 

adalah seorang ayah yang merupakan 'tulang punggung 

keluarga dengan rneninggal kan anak dan istrinya,, maka 

akibat kecelakaan itu sangat merugikan dan menimbulkan 

kesengsaraan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Di 

lain pihak ada lagi seseorang yang tertimpa kecelakaan 

yang berakibat luka-luka berat. sehingga memerlukan 

biaya pengobatan dan perawatan yang cukup besar, se

dangkan seseorang tersebut dapat digolongkan warga yang 

kurang mampu perekonomiannya.

Oleh karena itu sebagai warga negara yang baik 

harus turut menjaga ketertiban dan keteraturan di jalan 

raya. Sedapat mungkin k.ita harus mengurangi si-fat 

kurang hati-hati di jalan raya. Agar dapat mengurangi 

jumlah kecelakaan di jalan raya, tetapi k.ita sebagai 

manusia biasa yang tidak terlepas dari sifat kelalaian 

kita. Meskipun kita sudah berusaha mencegah namun jika 

peristiwa kecelakaan itu datang juga, kita tidak dapat 

menghindarkannya. Untuk mengatasi segala permasalahan 

tersebut sangat penting keberadaan asuransi sosial / 

wajib yakni Asuransi Kerugian Jasa Raharja.Lembaga yang
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didirikan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengelolah 

perlindungan sosial dalam kecelakaan penumpang dan 

Lalu lintas jalan adalah PT ASURANSI KERUGIAN JASA 

RAHARJA.

Yang didirikan berdasarkan Undang - Undang No 19 

prp tahun i960 dengan Peraturan Pemerintah No 8  tahun 

1965, surat keputusan Menteri Urusan F^endapatan , Pem- 

biayaan dan Penga^asan RT cq Menteri Keuangan tertang- 

gal 30 Maret 1965. Kemudian saat ini beralih menjadi 

Perseroan Terbatas, dimana bentuk badan usaha tersebut 

dapat kita temukan dalam p&sal 7 Undang-Undang No 2 

tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Tujuan pengali- 

han dijadikan Perseroan Terbatas tidak lain untuk 

mengundang masuknya invf?<r-itor-i.nvestor asi.ng agar usaha 

perusahaan asuransj tersebut menjadi lebih rnaju dan 
berkembang.

Berdasarkan .isi dari pasal 3 Undr-?.ng--Undang No 33 

tahun 2.964 junto Perati.tran Pemerintah No 17 tahun 1965 

yang menetapkan bahwa setiap penumpang dari: Kapal laut 

milik Perusahaan Nasional, Kapal sungai / klotik / 

danau dan kapal penyebrangan, pesawat udara milik 

perusahaan nasional, kendaraan bermotor umum dengan 

trayek ke luar kota ( bis,, colt, suburban, dan sehagai- 

nya), kereta api ( diluar radius 50 km ) diharuskan 

membayar iuran wajib untuk setiap perjalanan sebagai 

suatu pertanggungan kecelakaan selama perjalanan. Dan
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pembayaran iuran wajib tersebut dilakukan melalui. 

penumpang umum yang bersangkutan, yaitu disatukan dalam 

karcis penumpang dengan cara menuliskan/menstempel pada 

karcis : "termasuk iuran wajib Jasa Raharja".

Kemudian dari kewajiban membayar iuran wajib 

tersebut timbuJlah suatu hak bagi setiap penumpang 

untuk memperoleh santunan Asuransi apabila penumpang 

menjadi korban dari musibah kecelakaan yang menimpa 

kendaraan bermot.or umurn atau alat angkutan penumpang 

umum yang ditumpanginya. Besarnya iuran wajib tersebut 

berbeda-beda menurut jenis alat angkutan umum yang 

ditumpanginya yakni dilakukan secara progresif artinya 

untuk kelas yang lebih tinggi di.kenakan iuran wajib 

yang prosentasenya lebih besar dari kelas yang lebih 

rendah. Tetapi dari ketentuan tersebut diatas terdapat 

perkecualian pembebasan iuran wajib yang diberikan 

kepada : para penumpang kendaraan bermotor umum dalam 

kota, seperti bis kota, taksi dalam kota, oplet atau 

mikrolet dll, para penumpang kereta apt dalam jarak 

radius 50 km dari pusat kota. Meskipun dibebaskan dari 

kewajiban membayar iuran wajib, nanu.in tetap mempunyai 

hak atas santunan asuransi bila penumpang menjadi 

korban kecelakaan dari alat angkutan umum yang ditum— 

panginya.

Dan berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No 34 

tahun 1964 junto Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1965
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menetapkan bahwa setiap pemilik kendaraan bermotor 

atau pengusaha pengangkutan umum diwajibkan membayar 

sumbangan wajib sebagai suatu pertanggungan kecelakaan 

Lalu lintas jalan yang berada diluar kendaraan bermotor 

seperti : pejalan kaki dan penyebrang jalan, pengendara 

kendaraan lain yang diluar kesalahannya/kekuasaannya 

dilanggar/ditabrak oleh kendaraan bermot.or penyebab 

kecelakaan.

Dan pembayaran sumbangan wajib dilakukan sekali 

setahun ketika membuat/memperpan j ang STNK kendaraan 

bermotor yang menurut jenis/tipe, usia, dan kekuatan 

mesin (cc) setiap kendaraan bermotor, yang ditentukan 

secara progresi-f. Dan berdasarkan pasal 2 (2) Peraturan 

Pemerintah No 18 tahun 1965 terdapat perkecualian yakni 

pembebasan membayar sumbangan wajib yang diberikan 
kepada :

(1) Sepeda motor / kurnbang 50 cc ke bawah.

(2) Kendaraan bermotor ambulans dan jenasah.

(3) Kendaraan bermotor pemarfam kebakaran.

(4) Kereta api.,

Walaupun dibebaskan dari kewaiiban membayar 

sumbangan wajib, namun para korban kecelakaan yang 

diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang dibebaskan 

dari kewajiban membayar sumbangan wajib tersebut 

tetap mempunyai hak atas santunan asuransi kecelakaan 

lalu lintas. Jika tidak membayar sumbangan wajib itu
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dapat berakibat :

a. F'encabutan kendaraan bermotor.

b. F’encabutan surat coba kendaraan bermotor.

c. F’encabutan surat uji kendaraan bermotor.

d. Pencabutan izin trayek.
Disamping itu masalah tersebut sesuai dengan 

pasal 14 (1) Undang-Undang No 14 tahun 1992 tentang 

lalu lintas dan angkutan jalan. Yang d.inyatakan bahwa 

"setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan wajib 

didaftarkan" . Dan sebagai tanda bukti pendaftaran akan 

diberikan BPKB (bukti pemilikan kendaraan bermotor) dan 

STNK (surat tanda nnmar* kendaraan). Setelah kita 

memperoleh kedua sural' bukti pendaftaran tersebut 

berarti konsekuensinya kita harus taat membayar sum- 

bangan wajib dana perfanggungan kecelakaan lalu lintas 

jalan melalu.i penguri.t̂ riii STNK setiap tahunnya.

Tetapi di dalam Hukum Asuransi Kerugian Jasa 

Raharja tidak semua warga masyarakat yang t.ertimpa 

kecelakaan, dapat diberikan santunan / ganti. kerugian 

baik terhadap biaya pengobatannya rnaupun santunan bagi 

keluarga korban yang di.tinggal inati. Karena mengingat 

hal penganti kerugian bukanlah suatu heban yang ringan. 

lebih—"lebih karena keadaan eknnomi dan keterbatasan 

keuangan negara, sehingga tidak memungk.i nkan Pemerintah 

menampung semua akibat kecelakaan yang diderita oleh 

warga. Mereka yang .diberi ganti kerugian hanyalah yang
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memenuhi ketentuan berdasarkan pasal 14 Undang-Undang 

No 33 tahun 1964 j.o Peraturan Pemerintah No 17 tahun 

1965 yakni s

(1) Setiap penumpang yang sah dari alat angkutan umum 

(darat, laut, sungai, danau, penyebrangan, udara) 

yang telah membayar iuran wajib untuk tiap perja — 

lanan yang ditempuhnya, yang dibuktikan dengan

a. Kupon iuran wajib Jasa Raharja.

b. Karcis penumpang yang dikeluarkan oleh pemilik / 

pengusaha angkutan penumpang umum, dimana iuran 

wajib telah di.sst.ukan dengan harga karcis penum
pang atau

c. Pemilik / pengusaha angkutan penumpang umum 

telah membayar jatah kupon / karcis iuran wajib 

Jasa Raharja, yang dibuktikan untuk tiap perja— 

lanan dengan karti.i pc?njatahan ( kartu kontrol ) 

yang ada pada alat angkutan penumpang umum yang 

bersangkutan.

(2) Setiap penumpang yang dibebaskan dari kewajiban 

membayar iuran wajib, yaitu yang menumpang bis 

kota, taksi dalam kota, oplet / mikrolet dalam kota 

dll. Kendaraan bermotor dalam kota dan setiap 

penumpang kereta api dalam jarak radius 50 km dari 

pusat kota.
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Sedangkan Berdasarkan pasal 3 (1) huruf c Undang-Undang 

No 34 tahun 1964 j.o Peraturan Pemerintah No 18 tahun

1965 yang berhak memperoleh Santunan Asuransi adalah :

(1) Setiap orang yang menjadi korban ditabrak oleh 

kendaraan bermotor atau kereta api.

(2) Setiap orang yang berada di dalarn suatu kendaraan 

bermotor yang ditabr&k oleh kendaraan bermotor 

lain, dimana pengemudi kendaraan bermotor yang 

d i tumpanginya d .i.ny r\ tak an t i.dak bersalah menu rut 

Undang-Undang lalu lintas yang berlaku, demikian 

juga setiap penumpang kendaran bermotor pribadi dan 
sepeda motor yang ditabrak oleh kendaraan bermotor 

lain dan pengemuclinya dinyatakan tidak bersalah.

Dari penjelasan tersebut jika kita amati jelas— 

lah bahwa peristiwa-peristiwa yang menimbulkan penggan- 

tian kerugian di dalam kedua jenis pertanggungan wajib 

adalah peristiwa kematian dan carat. tet.ap sebagai 

akibat dari kecelakan angkutan umum lalu lintas.

Perkecualian dari ketentuan tersebut diatas 

yakni tidak semua korban kecelakaan lalu lintas berhak 

memperoleh santunan asuransi, yakni yang rJiatur dalam 

pasal 13 Peraturan Pemerintah No 18 tahun 3 965 :

(1 ) Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau kesenga- 

jaan lainnya dari pihak korban atau ahli warisnya.

(2) Korban dalam keadaan mabuk atau tidak sadar,,

Korban melakukan kegiatan jahat,
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Korban mempunya.i cacat badan atau keadaan jasmaniah 

/ rohaniah,

Korban luar biasa lain dari keadaan normal.

(3) Alat angkutan yang bersangkutan sedang digunakan 

dalam suatu perlombaan kecakapan atau kecepatan.

(4) Kecelakaan terjadi sebagai akibat langsung atau tak 

langsung dari peristiwa peperangan atau bencana 

peperangan.

(5) Kecelakaan terjadi akibat bencana a1am.

(6 ) Kecelakaan terjadi karena akibat atau diakibatkan 

oleh reaksi inti atom atau nuklir atau reaksi radio 

aktif atau unsur radio aktif.

(7) Kecelakaan akibat dari sesuatu perbuatan dalam 

penyelenggaraan suatu perintah, tindakan atau 

peraturan dari pihak ABftI atau asing yang diambil 

berhubungan dengan sesuatu keadaan tersebut diatas, 

kecelakaan akibal. dari melalaikan sesuatu perbuatan 

da lam penye1snggaraan tersebut.

Terhadap penggantian kerugian dj dal am pert.ang- 

gungan wajib yang diatur di dalam Undang-Undang Mo 33 

tahun .1964 dan Undang-Undang No 34 tahun 1964 tersebut 

adalah sebagai hasil dari penentuan pemerintah sen

diri. Tanpa memperhitungkan betapa arti. kematian dan 

cacat tetap tersebut, karena kematian seseorang dan 

kehilangan sebagian anggota badan tidak dapat kita 

nilai sama dengan memberikan ganti rugi sejumlah uang.
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Jika dikaitkan dengan penyelesaian kasus terse

but, dimana pihak Mahkamah Agung yang memberikan putu- 

san menolak gugatan F’enggugat. karena Penggugat dinilai 

sebagai Pelaku Kecelakaan. Dalam penyelesaian secara 

hukum perdata khususnya jika diterapkan Hukum Asuransi, 

maka disini. terjadi kerancuan karena Hukum Perdata 

tidak mengenal istilah "Pelaku Kecelakaan". Sebab 

seolah-olah Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa Sdr 

Bagja sebagai Pelaku kecelakaan berarti telah mendakwa- 

nya berdasarkan Hukum Pidana. Karena cenderung seseo- 

rang yang dinyatakan sebagai "Pelaku" dalam Hukum 

Pidana berarti seseorang tersebut telah dianggap mem- 

punyai niat / kesengajaan untuk timbulnya niat terhadap 

peristiwa kecelakaan tersebut. F'adahal secara logika 

siapapun tidak mungkin menghendaki terjadinya suatu 

peristiwa kecelakaan. Demikian juga terhadap Sdr 

Bagja, dalam kasus tersebut tentu saja tidak menghen

daki / berniat menabrakkan diri dan kendaraan yang 

dibawahnya dengan Bus mil. vk Perusahaan Bits Wanaraja.

Sehingga berdasarkan pasal A (!) Undang - Undang 

No 34- tahun 1964 ’’Setiap orang yaruj menjadi korban mati 

/ cacat tetap akibat kecelakaan lalu lintas dapat 

mengajukan klaim atas tersebut" , maka Sdr Bagja tetap 

harus dapat dipertimbangkan untuk memperoleh santunan / 

ganti kerugian atas peristiwa kecelakaan yang menimpa 

dirinya. Ditunjang pula si-fat baik dari pribadi Sdr
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Bagja yang dinilai. sebagai subyek hukum yang taat yakni 

telah meiaksanakan kewajiban membayar Dana Wajib Kece

lakaan melalui pembayaran STNK.

b. Adakah perbedaan ulasan tentang "Korban Kecelakaan 

menurut Undang-Undang No 33 tahun 1964 dengan Un~ 

dang-Undang No 34 tahun 1964 ?

Mengenai "Korban Kecelakaan” yang dibahas dalam 

Undang-Undang No 33 tahun 1964 tentang Dana Pertang- 

gungan Wajib Kecelakaan Penumpang yang dimaksud "Kor

ban” dalam Undang-Undang ini adalah kecelakaan yang 

menimpa s

Pihak penumpang yang telah dikatakan sah sebagai 
penumpang dari kendaraan bermotor umum, kereta api, 
pesawat terhang, peruE.ahaan penerbangan nasional 
dan kapal perusahaan perkapalan / pslayaran nasio- 
nal, artinya penumpang tersebut telah dikatakan sah 
karena telah membayar Iuran wajib Dana Pertanggung- 
an Kecel akaan Pent unpang yang penibayarannya telah 
disatukan dengan karris / ticket- penumpang dari 
perusahaan pengangki.ttan yang bersangkutan. Yang 
kemudian tertimpa kecelakaan pada waktu antara 
saat - saat :
a) Dalam hal kendaraan bermotor umum, antara saat 
penumpang naik. kendaraan yang bersangkutan di 
tempat berangkat dan saat turunnya dari kendaraan 
tersebut di tempat tujuan.
b) Dalam .hal kereta' api : antara saat naik alat 
angkutan perusahaan kereta api di tempat berangkat 
dan saat turunnya dari alat angkutan perusahaan 
kereta api di tempat tujuan menurut karcis yang 
berlaku untuk perjalanan yang bersangkutan.
c) Dalam hal pesawat terbang : antara saat naik 
alat angkutan perusahaan penerbangan yang bersang
kutan atau agennya di. tempat berangkat dan saat. 
men.inggal kan tangga pesawa t. terbang yang diturn- 
pangi.nya di tempat tujuan menurut ticketnya yang 
ber1 aku untuk penerbangan yang bersangkutan.
d) Dalam hal : antara saat naik alat angkutan 
perusahaan perkapal an / pelayaran yang bersangkutan
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di tempat berangkat dan saat turun didarat pelabu- 
han tujuan menurut ticket yang berlaku untuk perja
lanan kapal yang bersangkutan.

Dan berdasarkan pasal 2 (2) Peraturan Pemerintah 

No 17 tahun 1965 jumlah iuran wajib yang dimaksud 

ditentukan oleh menteri yakni dalam keputusan menteri 

keuangan RI No 17/ KMK.013 /1991. tentang penetapan 

jumlah santunan dan besarnya iuran wajib dana kecela

kaan penumpang alat. angkutan penumpang umum di darat, 

perairan pedalaman1, laut dan udara adalah suatu tarip 

yang bersifat progresif yakni :

a. Iuran wajib bagi penumpang alat angkutan penumpang 

umum di darat (bis,, non bis dan kereta api) Rp 10,00

b. Iuran wajib bagi penumpang alat angkutan penumpang 

umum di sungai / danau Rp 20,00
c. Iuran wajib bagi penumpang alat angkutan penumpang 

umum ferry / penyebrangan.

1. Dengan biaya angkutan sampai dengan Rp 300,00 

per orang Rp 70,00

2. Dengan biaya angkutan diatas Rp 300,00 per 

orang Rp> 50,00

d. Iuran wajib bagi penumpang alat angkutan penumpang 

umum di laut Rp 50,00

Sedangkan berdasarkan pasal 5 keputusan menteri 

keuangan RI No 17/KMK.013/1991 besarnya iuran wajib 

dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang pesawat 

udara perusahaan penerbangan nasional., ditentukan
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sebesar Rp 500,00 per orang untuk setiap kali penef—  

bangan. Tetapi pada dasarnya setiap warga negara harus 

mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita 

karena resiko-resiko kecelakaan sehingga meskipun pada 

kereta api yang merupakan alat angkutan yang relatif 

murah bagi rakyat banyak, terutams yang berjarak dekat 

yakni kurang dari 50 km dibebaskan dari pembayaran 

iuran wajib, namun tetap diberikan iaminan pembayaran 

ganti kerugian bila mereka mengalami kecelakaan dalam 

perjalanan.

Demikian juga bagi penumpang kereta api (ring— 

baan dan trero listrik), penumpang kendaraan bermotor 

umum di dalam kota yang juga dibebaskan dari pembayaran 

iuran wajib tetap diberikan jaminan pembayaran ganti 

kerugian. Sedangkan jumlah santunan yang di berikan 

kepada penumpang atau ahli waris penumpang yang menjadi 

korban akibat kecelakaan dari alat angkutan penumpang 

umum didarat, perairan pedalaman dan di 1 aut ditentukan 

berdasarkan pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan RI No 

17 / KMK.013 /. 1991 sebesar :

a. Dalam hal korban meninggal dunia Rp 2.000.000,00

b. Dalam hal korban mendapat cacat tetap, menurut 

prosentase tingkatan cacat tetap sebagaimana dite- 

tapkan dalam pasal 10 (3) Peraturan Pemerintah No 17 

tahun 1965 dari jumlah Rp 2.000.000,00
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c. Biaya perawatan dan pengobatan dokter sebanyak- 

banyaknya Rp 1.000.000,00

Sedangkan jika dikaitkan dengan kasus tersebut, 

berarti apa yang tertulis dalam gugatan Penggugat (Sdr 

Bagja), yang memohon Tergugat untuk membayar kepada 

Penggugat beaya perawatan rumah sakit, dokter, obat 

sebesar Rp 1,338.160,00 kemudian oleh Pengadilan Negeri 

dan Pengadilan Tinggi gi.iqatan tersebut dikabulkan, maka 

jika ditinjau berdasarkan pasal 1 (huruf c) Keputusan 

Menteri Keuangan RI No 17/KMK.013/1991 berarti telah 

terjadi ultra petitum, karena seharusnya maksimal beaya 

perawatan dan pengobatan yang dapat diberikan adalah 

sebesar Rp 1.000.000,00

Ketentuan tentang pelaksanaan pemberian santunan 

terhadap korban kecelakaan pada asuransi kerugian Jasa 

Raharja cabang Surabaya pada dasarnya mengutamakan 

kepentingan masyarakat. dan berusaha untuk memberikan 

pelayanan pada masyarakat seba.i k-hai knya karena ini 

merupakan salah satu kunci. keberhasi. 1 an yang harus 

dikejar dan di jaga kelestariannya. Untuk itu pihak 

asuransi ini tidak seqan-segan untuk senantiasa merom- 

bak cara kerja yang berbeli.t-bel.it agar pelaksanaan dan 

penye 1 esai.an pemberi.an santunan pada pihak. yang berhak 

dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dan pihak 

asuransi ini mentargetkan bahwa setiap kasus yang
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ditanganinya harus selesai dalam waktu paling lama satu 

bulan dengan pertimbangan sudah memenuhi syarat-syarat 

yang telah ditentukan.°

Mengenai "Korban Kecelakaan" yang dibahas dalam 

Undang—Undang No 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan 

Lalu lintas Jalan. Yang dimaksud "Korban" dalam Undang- 

Undang ini berdasarkan pasal 10 (1.) Peraturan Pemerin

tah No 18 tahun 1965 adalah :

Setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu 
lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang 
menjadi korban akibat kecelakaan dari pengguna alat 
angkutan lalu lintas jalan tersebut. Sebagai demi- 
kian diberi hak atas suatu pembayaran dari dana 
kecelakaan lalu lintas jalan. Sehingga pada dasar 
nya yang berhak memperoleh santunan asuransi Jasa 
Raharja adalah :
(1) Setiap orang yang menjadi korban ditabrak oleh 

kendaraan bermotor / kereta api.
(2) Setiap orang yang berada di dalam suatu 

kendaraan bermotor yang ditabrak oleh kenda
raan bermotor lain, dimana pengemudi kendaraan 
bermotor yang ditumpanginya dinyatakan tidak 
bersalah menurut Undang-lJndang yang berlaku, 
demikian juga setiap penumpang kendaraan bermo
tor pribadi. dan sepeda motor yang ditabrak oleh 
kendaraan bermotor kendaraan bermotor lain dan 
pengemudinya dinyatakan tidak bersa 3 ah.

Sedangkan besarnya jumlah santunan asuransi bagi

korban pejalan kaki / penyebrang jalan yang ditabrak

oleh kendaraan bermotor- adalah :

(1) Bagi korban yang meninggal , santunan asuransi 

sebesar Rp 1.000.000,00.

'•‘Wawancara dengan Kabag Klaim P.T. Asuransi 
Kerugian Jasa Raharja cabang Surabaya Bp. Karyase 
Tanggal 14 Oktober 1994.
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(2) Bagi yang cacat tetap ( sesuai dengan tingkatan 

cacat tetapnya ) santunan asuransi maksimal sebesar 

Rp 2.000.000,00 diberikan keparia korban yang 

bersangkutan.

(3) Bagi yang bukan cacat tetap (luka-luka, sakit) 

besarnya santunan asuransi sesuai dengan beaya 

pengobatan/perawatan yang sah dengan maksimal 

sebesar Rp 1 , 000 . 000 .,00 diberikan kepada korban 

yang bersangku tan / knparla orang/badan yang telah 

membiayai pengobat.an/perawatannya. Semua dengan 

ketentuan bahwa kendaraan bermotor yang menimbu1 kan 

kecelakaan yang bersangkutan telah melunasi sum

bangan wajib untuk tahun yang bersangkutan.

Mengenai keberadaan polls, dalam hal perjanjian 

pertanggungan kerugian menurut KUHD sifatnya adalah 

konsensual artinya untuk mengadakan perjanjian pertang

gungan kerugian tidal: ri i ha rusk an adanya suatu syarat 

tertulis / akta melai.nk.in r.ukup kpsEpakatan kedua belah 

pihak. Jika riikaitkan dengan IJndang-tJndang No 33 tahun 

1964 dan Peraturan f'i?*nerintah No 17 tahun 196? tidak 

terdapat satu pasalpun yang menyebutkan tentang polis. 

Maka fungsi polls dis.i.ni yang diatur dalam pasal 257 

j.o 258 KUHD hanyalah sebatas sebagai alat bukti dari 

Tertanggung untuk merninta pergantian kerugian pada 

Penanggung. Namun jika polis tidak dapat diper 1 .ihatkan
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oleh seorang Tertanggung berdasarkan alasan tertentu 

seperti yang dikatakan pasal 258 KUHD masih ada alat- 

alat bukti lain yang dapat digunakan, asalkan sudah ada 

permulaan pembuktian dengan surat/

Jika kita amati lanjut dalam pasal 4 (ayat 1 dan 

2) Undang-Undang No tahun 1964 dikatakan bahwa hak 

atas pembayaran ganti kerugian tersebut dapat dibukti-- 

kan dengan surat bukti menuri.it contoh yang ditetapkan 

oleh Menteri, dimana surat bukti itu dapat diberikan 

pada setiap penumpang yang wajib membayar iuran bersa- 

ma-sama dengan pembellan ticket. Dan menurut pasal 4 

Peraturan Pemerintah No 1.7 tahun 1965 disebutkan bahwa 
mengenai iuran wajib ini hanya dapat dibuktikan dengan 

kupon asuransi yang hentuknya telah ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 

kedua peraturan, yakni Llndang-lJndang No 33 tahun 1964 

dan Peraturan Pemerintah Nn 1.7 tahun 1965 sudah dile- 

takkan suatu hakekat dan tujuan utama pemerintah 

mengenai ketentuan bahwa setiap penumpang yang telah 

membayar iuran -wajib tersebut. berarti d.ianggap telah 

mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum asuransi.

Emmy Pangari buan Simanjuntak,' Pertanq gun□an 
Wajib Sosial Berdasarakan UU No. 33/1964 dan UU No. 
34/1964, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM Yogya- 
karta, 1979, h. 16.
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Adapun tentang tata cara mengajukan klaim untuk 

memperoleh santunan asuransi adalah sebagai berikut. 

Permintaan santuan asuransi baik untuk kecelakaan pe

numpang umum (UU No. 33/1964) maupun untuk kecelakaan 

lalu lintas jalan (UU No. 34/1964) harus diajukan 

sendiri oleh korban atau ahli warisnya (tidak boleh 

menggunakan perantara / calra), dengan menggunakan for— 

mu1 i r:

(1) Model K-l untuk kerplakaan lalu lintas jalan;

(2) Model K-2 untuk ker.elakaan alat angkutan penumpang 

umum, yang dapat diperoleh dengan cuma-cuma pada 

k antof—  k. an to r :

a. Kepolisian Bagian lalu Lintas (Polantas);

b. Dinas Lain l.intas Angkutan .lalan Raya (DLLAJR);

c. Dinas Lalu Lintas Air, Sungai , Danau dan Penye-- 

brangan ( DLI..ASDP ) ;

d. Penguasa / Syahbanriar Pel abuhan l.aut / Udara;

e. Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA):

f. Cabang / Perwak.i lan P.'!'. Jasa Raharja di seluruh 
Indonesia;

Formul.ir Model K—1 dan Model K-2 terd-iri dari 4 bagian 

(bab) yang pengisiannya sebagai berikut :

Bab 1 diisi oleh korban atau ahli waris korban alat 

angkutan umum atau lalu lintas jalan, yang 

mengajukan dana santunan kepada PT Jasa Raharja.
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Bab 2 perihal kecelakaan lalu lintas, diisi oleh salah

satu instansi berikut :

Model K-i (UU No 34/1964)

a. Polisi Lalu Lintas,

b. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya,

c. Dinas Lain Lintas Aar, Sungai, Danau dan 

Penyebrangan,

d. Perusahaan Jawatan Kereta Api,

0 . Penguasa Pelabuhan laut / IJdara,

f. Bila keadaan tadak memtmgkinkan untuk diisi 

maka diisi oleh instansi pemerintah yang 

berwenang yang bersangkutan dengan kecelakaan 

lalu lintas yang terjadi.

Model K—2 (UU NO.33/1964)

a. Polisi Lalu lintas,

b. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya,

c. Dinas Lalu Lintas Air, Sungai.;, Danau dan 

Penyebrangan,

d. Perusahaan Pelayaran Nasional / Penguasa 

Pelabuhan Laut,

e. Perusahaan Penerbangan Nasannal / Penguasa 
Pelabuhan Udara,

f. Perusahaan Umurn Kereta Api ,

g. Organisasi Angkutan Jalan Raya,

h. Bila keadaan tidak memungkinkan untuk diisi 

oleh instansi. tersebut diatas maka diisi oleh
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instansi pemerintah yang berwenang yang 

bersangkutan dengan kecelakaan yang terjadi.

Bab 3 perihal keterangan kesehatan korban akibat 

kecelakaan alat angkutan umum atau kecelakaan 

lalu lintas, diisi dan disahkan oleh rumah sakit 

atau dokter / mantri kesehatan yang ’ merawat 

korban. Bila korban mengalami cacat tetap, 

disertai surat keterangan dokter yang menerang— 

kan anggota badan yang cacat itu.

Bab 4 perihal keterangan ahli waris, diisi dan 

disahkan oleh pamong praja ( lurah, camat., atau 

instansi yang berwenang mengurus soal pewarisan) 

di tempat korban bertempat. tinggal. , yang 

menerangkan keabsahan ahli waris. Keterangan 

ahli waris ini hanya diisi bila korban meninggal 

dunia.

Dalam pengajuan permintaan santunan asuransi,

dokumen-dokumen dan bukti diri yang diperlukan adalah :

(1) Bila korban meninggal dunia : Model K-l atau Model 

K-2 yang telah diisi lengkap ; Bukti ahli waris 

korban berupa KTP/Surat Nikah/atau keterangan dari 

instansi pemerintah, yang menyatakan kebenaran 

bukti diri ahli waris korban.

(2) Bila korban menderita cacat tetap : Model K-l atau 

Model K-2 yang telah diisi lengkap; Keterangan 

dokter yang merawat korban tentang bagian tubuh
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korban yang mencjalami cacat; Bukti diri korban 

berupa KTP/keterangan dari instans.i pemerintah 

lainnya yang sah yang menyatakan kebenaran bukti 

diri korban.

(3) Bila korban mendi=rita luka-luka : Model K-l atau 

Model K-2 yang telah diisi lengkap; Kuitansi- 

kuitansi asli dan Bah mengena.i biaya-biaya peng- 

obatan dan perawatan dari dokter/rumah sakit yang 

merawat korban dan dari apotik tempat. pembelian 

obat; Bukti diri korban atau dari instansi yang 

mengajukan permintaan santunan untuk biaya

perawatan.

Hak atas santunan asuransi dapat menjadi gugur / 

kedaluwarsa, jika pengajuan perm.int.aan santunan asuran
si (Model K-l dan K-2) tidak dilakukan dalam jangka 

waktu 6  bulan setelah terjadi kecelakaan. selain itu 

hak atas santunan asuransi yang telah diakui dan 

disahkan oleh PT Jasa Raharja tidak di.tagih oleh korban 

atau ahli waris korban dalam jangka waktu 3 bulan 

kemudian.^

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

I - KESIMPULAN

1 . Kriteria yang dapat digunakan untuk dapat menggo-

5 Wa,wancara dengan Kabag Klaim PT Asuransi 
Kerugian Jasa Raharja cabang Surabaya Bp. Karyasse 
tanggal 14 Desember 1994.
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longkan seseorang sebagai korban kecelakaan adalah s 

Berdasarkan pasal 10 Peraturan Pemerintah No 17 

tahun 1965 maka yang dapat disehut sebagai "Korban 

Kecelakaan" adalah kecelakaan yang terjadi pada 

ti.ap penumpang sah dari kendaraan bermotor umum,, 

kereta api pesawat terbang, perusahaan penerbangan 

nasi.onal. dan kapal perusahaan perkapa 1 an / pel ayaran 

nasional. Selama penumpang atu berada di dalam alat 

angkutan yang disediakan oleh pengangkutan untuk 

jangka waktu antara saat-saat :

a. Dalam hal kendaraan bermotor umum : antara saat 

penumpang naik kendaraan yang bersangkutan di 

tempat berangkat dan saat turunnya dari kendaraan 

tersebut di tempat tujuan.

b. Dalam hal kereta api : antara saat naik alat 

angkutan perusahaan kereta api di tempat 

berangkat dan saat turunnya dari alat angkutan 

perusahaan kereta di tempat tujuan menurut karcis 

yang berlaku untuk perjalanan yang bersangkutan.

c. Dalam hal pesawat terbang : antara saat naik 

alat angkutan perusahaaan penerbangan yang 

bersangkutan atau agennya di tempat berangkat dan 

saat meninggalkan tangga pesawat terbang yang 

ditumpanginya di tempat tujuan menurut ticketnya 

yang berlaku untuk penerbangan yang bersangkutan.

d. Dalam hal kapal : antara saat naik alat angkutan
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perusahaan perkapalan / peUyaran yang bersangku

tan d.i tempat berangkat dan saat turun di darat 

pelabuhan tujuan menurut ticket yang berlaku 

untuk perjalanan kapal yang bersangkutan.

Dan berdasarkan pasal 10 Peraturan Pemerintah No 1.B 

tahun 1.965 yang dapat di goi ongksn sebagai "Korban 

Kecelakaan" yakni. csf~tiap orang yang berada di luar 

alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan 

kecelakaan yang menjadi korban akibat kecelakaan 

dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan. 

Apabila ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam pasal 

10 Peraturan Pemerintah No 17 tahun 1.965 dan pasal 10 

Peraturan Pemerintah No IS tahun .1.965 tersebut tertim— 

panyri suatu peristiwa kereiakaan yang tidak disebabkan 

oleh peri.sti.wa kecelakaan akibat dari i

(t) Bunuh diri atau pprrohaan bunuh diri. atau kesenga- 

jaan l.ainnya dari pihak korban atau ahli warisnya.

(2) Korban dalam keadaan mabuk atau tid^k sadar,

Korban melakukan keqiatan jahat.,

Korban mempunyai cacat badan atau keadaan jasmaniah 
/ rohaniahj

Korban luar biasa lain dari kedaan normal.

(3) Alat angkutan yang bersangkutan sedang digunakan 

dalam suatu perlombaan kecakapan atau kecepatan.

(4) Kecelakaan terjadi. sebagai akibat langsung atau

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENENTUAN KORBAN KECELAKAAN ... Eny Widajati 



tidak langsung dari peristiwa peperangan atau 

bencana peperangan.

(5) Kecelakaan terjadi akibat bencana alam.

(6 ) Kecelakaan terjadi karena akibat nuklir atau diaki- 

batkan oleh reaksi inti atom atau nuklir atau 

reaksi radio aktif atau unsur radio aktif.

(7) Kecelakaan akibat dari sesuatu perbuatan dalam 

penyelenggaraan suatu perintah, tindakan atau 

peraturan dari .pihak ADR I atau asing yang diambil 

berhubungan dengan sesuatu keadaan tersebut di- 

atas, kecelakaan akibat dari melalaikan sesuatu 

perbuatan penyelenggaraan tersebut.

2. Perbedaan ulasan tentang "Korban Kecelakaan" menurut 

UU No 33 / 1964 dengan UU No 34 / 1964 adalah : 

Berdasarkan UU No 33 / 1964 maka yang dapat disebut 

sebagai "Korban Kecelakaan" yakni pihak penumpang yang 

telah dikatakan sah sebagai penumpang dari kendaraan 

bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahan 

penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan / 

pelayaran' nasional artinya penumpang tersebut telah 

dikatakan sah karena telah membayar iuran wajib dana 

pertanggungan kecelakaan penumpang yang membayarnya 

telah disatukan dengan karcis / ticket penumpang dari 

perusahaan pengangkutan yang bersangkutan.

Sedangkan yang dapat disebut sebagai "Korban Kecela

kaan" berdasarkan UU No 34 / 1964 yakni setiap orang
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yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan 

yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat 

kecelakaan dari pengguna alat angkutan lalu lintas 

jalan tersebut. Jika seseorang yang tertimpa kecelakaan 

dan dianggap telah memenuhi kedua ketentuan tersebut 

maka sewajarnyalah mereka akan memperoleh santunan / 

ganti kerugian atas kecelakaaan yang menimpa dirinya.

11. SARAN

1. Seharusnya tentang "Korban Kecelakaan" sebutan pada 

seseorang akibat terjadinya peristiwa kecelakaan 

tidaklah perlu diberikan kriteria khusus karena 

banyak sekali ragam peristiwa kecelakaan, yang 

mengakibatkan kerugian dan menderitanya seseo

rang sehingga perlu diberikan santunan dan ganti 

kerugian, yakni kecelakaan yang tidak hanya terjadi 

diatas kendaraan dan pada lalu lintas jalan. Tetapi 

diluar itu masih banyak, lagi misalnya kecelakaan 

akibat tersengat aliran listrik, akibat jatuh dari 

pohon,jatuh dari atap / genting, jatuh dan masuk ke 

jurang dan lain-lain. Yang kesemuanya dapat menga- 

kibatkan luka-luka, cacat tetap maupun meninggalnya 

seseorang. Dan untuk meringankan beban mereka, 

hendaknya tidak perlu memberikan kriteria khusus 

dalam pemberian santunan / ganti kerugian. Diharap- 

kan Pemerintah di era pembangunan ini dapat lebih
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bersosialisasi dengan masyarakat melalui ' pemberian 

santunan / ganti kerugian tersebut.

Sebaiknya pembent.uk Undang - Undang tidak hanya 

menetapkan ulasan tentang "Korban Kecelakaan” pada 

UU No 33 / 1964 dan UU No 34 /1964 yang intinya 

hanya membahas tentang ulasan korban kecelakaan 

yang berkait dengan peristiwa kecelakaan yang 

terjadi diatas kendaraan bermotor dan yang terjadi 

di jalan raya. Tet.api untuk iangkah lebih lanjut 

diharapkan menetapkan ketentuan baru tentang 

"Korban Kecelakaan” yang terjad.i riidalam ruangan 

( dalam geriung ) maupun disekitar ruangan yang 

bukan termasuk jalan raya yang juga dapat langsung 

berakibat luka—luka, cacat tetap maupun meninggal— 

nya seseorang . Di/nana ket.ent.uan baru tersebut 

hendaknya juga dapat diberikan ‘-•santunan / ganti 

kerug i.an agar kcs-se j ah ter a an masyarakat lebih 

terjangkan.

(d(cl(S(d(d
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111. KETERANGAN KESEHATAN KORDAN AK1BAT KECELAKAAN.
(Untuk diisi olch doklcr. Mnnlri Kcschalan atau.yang bcrwcnang lainnya).
1. Yangbcrtanda tangan di bawahini :

N n in a
Dari Rumah Sakit/Puskcsmas/Balai Pctigobalan :
Alamat

Menerangkan baliwa pada tanggal..................................................................................... tclah mcmcriksa
korban kccclakaan akibai I___ llabrakan, alau I— Jicrtabrak I— J tcrgilas olch
| 1 Kcndarann bcrmotori i Kcrcla Api scsuai dcngan Sural Kctcrangan Kccclakaan di alas :

N a n) a
Jcnis kelamin : I H Laki-laki I I Pcrcmpuan
Umur
Alamat
Kcadaan korban : L li Mali r  Luka be rat ^  Luka ringan (bcri landa X)

2. Pcnjcla.san kcadaan korban.

a. Ccdcra yang didcrila korban : ..............................................................................................................

b. Diagnosa : ..............................................................................................................
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c. Tindakan pcrtolongan yang Iclah / akan dilakukan Icrhadap korban.

Tindakan Pcrtolongan Tcmpat Waktu

Pcrtolongan pcrtama di Tanggal s/d
Tindakan Opcrasi di Tanggal s/d
Pcraualan di Tanggal s/d
Bcrobat jalan di Tanggal s/d

Pcnjcla.'an Singkat Tindakan Opcra.si :

Dcngan mcngingal suinpah jabaian. Sural Kctcrangan ini dibuat dcngan scbcnarnya.
D i ................................................. ........................................  tanggal ................................................................

Tanda Tangan dan cap Pcjabat / Insiansi 
yang berwenang.

{ Nania dan Jabaian )

PER H A T IA N  :

Korbnn cncad tclap dalnni pnsol 10 aynl (2) (Inn (3) Pern(uran Pcmcrinlnh No. IK Tnhun 1965, adalnh korban 
yang nnggotfl tubuhnya ( organ (ubulinya )  mcujndi hilnng ( ompulosi )  ntnu liiink bcifungsi nkibal Inngsung Vc • 
celaknan Inlu lintas.
Dnlom hnl korbnn mcngnlami / incnderito cnonl tetap, dibuluhkon Surnl KctciJmgnn Ookter Tcntnng Cncnd Tctnp 
yang didcrito, ntnu (ingkol (*/•) pcnurunnn fungsi daripadn onggoto tubuh yang' mcngnlami cacad tctnp tcrscbut.
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(PERSERO ) ASURANSI KERUGIAN  
”  JASA RAHARJA "

D IBERIKAN DENGAN 
CUMA-CUMA

DAFTAR ISIAN PENGAJUAN DANA SANTUNAN KORBAN  
KECELAKAAN PENUMPANG ALAT ANGKUTAN PENUMPANG UMUM 

KENDARAAN BERMOTOR, KERETA API, KAPAL LAUT/ 
SUNGAI/DANAU/PENYEBERANGAN, PESAWAT UDARA

(UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 1964 DAN JAMINAN TAMBAHAN)

Model K. 2.

Ytng bcrtanda Ungin dibawah ini ;

N a m a .................................................... Umur/tgl. Lahir :
Pckerjaan ....................................................A l a m a t

Menyampaifcan berkas kccclakaan Penumpang Alat Angkutan Umum atas :
N a m a ......................................................................................
Tgl. Kecelakaan ......................................................................................
Lokasi Kecelakaan ......................................................................................

Yang mengajukan,
Tanda tangan / Cap jempol

Nomor Berkas
Tgl. Penerimaan (Nama Jelas.................................. )

I. KETERANGAN KECELAKAAN PENUMPANG ALAT ANGKUTAN UMUM.
(Untuk diisi olch Kepolisian atau yang berwenang lainnya).
I .  Kejadian Kecelakaan.

a. Uraian singkat kecclakaan :

Pada hari................................................ jam ..................(gl.................................................................... 19 . . . .
di ....................................................................................................................... tclah leijadi kccclakaan antara

Alat Angkutan Umum :

(__-J Bus Kota CUD Bus Antar Kota L_J Mobil Penumpang Dalam Kota Nomor Polisi :

1 1 Mobil Penumpang Antar Kota Kendaraan Bermotor roda tiga
| j Kcndaraan Bermotor lainnya j | Kereta Api Nomor Reg.
( \ Kapal Laut/Sungai/Danau/Pcnycbcrangan ( \ Pesawat Udara

D c n g a n

1— 3 Bus!---J Truck C Z )  Mobil Penumpang I 1 Scpcda Motor NomorPolisi :
I J  Kcndaraan Bennotor roda tiga 1 _ 1 Kcndaraan Bermotor lainnya 
C I3  Pejalankaki L  I Pcnycberang jalan I ~~1 lain-bin
Pengendara scpcda motor I 1 Mcmakai helm | ] Tidak mcmakai helm ---- Nomor Reg.— ^
C  J  Kapal Laut/Sungai/Danau/Penyeberangan I I Pesawat Udara L
I ~1 Kereta Api.

beri tanda (X ) bagi yang tcilibat kccclakaan.

b. Peijalanan/Pelayaran/Penerbangan : dari
ke

c. Tanggal berangkat / tiba : berangkat
tiba
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111, KETERANGAN KESEHATAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN.

(Untuk diisi oleh dokter, Mantri Kesehatan atau yang berwenang lainnya).

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a  ...........................................................................................................................................

Dari Rumah Sakit/Puskesmas/Balai Pcngobatan : ..................................................................................................

A l a m a t  .....................................................................................................................

Menerangkan bahwa pada tanggal ................................................................................................ tclaU mcmcnk>;i

korban kccclakaan yang diakibatkan kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum.

' (Z D  Kcndaraan Bermotor (Z D  Kereta Api (Z D  Kapal Laut/Sungai/Danau/Pcnychcrnngan 
[ '"I Pesawat Udara, scsuni dcngan Surat Kctcrangan kccclakaan di atas :

N a m a  

Jems Kelamin 

U m u r 
Alamat 
Keadaan korban

L- .) Laki-laki I 1 Percmpuan

I I Mali I \ Luka bcrat I I Luka riringan (bcri landa X)

2. Penjclasan keadaan korban.

a. Cidcra yang diderita korban
b. Diagnosa ..................

c. Tindakan pertolongan yang tclah/akan dilakukan tcrhadap korban

Tindakan pertolongan T e m p a t W a k t u

-  Pertolongan pertama di Tgl.
- Tindakan Operasi di Tgl- s/d
- Perawatan di Tgl. s/d
-  Berobatjalan di Tgl. s/d

Penjelasan singkat tindakan operasi :

Dengan mengingat sumpah jabatan. Surat Keterangan ini dibuat dcngan scbenarnya. 
D i ............................................................................. langgal...........................

Tanda tangan &  Cap 
yang berwenang.

(Nama dan jabatan
PERHATIAN :

1. Korban cacad tctnp dalam pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Pcmcrintah no. 17 tahun 1‘JhS. :id.i!;ih korlwin 
yang anggota lubuhnyn (organ lubuhnya) menjjidi hilang (ampulasi) atau tid:ik hcrfungsi akibal langsung kc
cclakaan tcrscbut.

2. Da lam hal korban mcngalami/mcndcrita cacad tclap, dihutuhknn Surat Kctcrangan Dokler tcnlang cacad letup 
yang diderita, atau tingkat ( % )  pcnurunan fungsi daripada anggota tubuh yang mcMgalami cacad tclap tcrscbut.
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